
Menteri Puencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nuional

SALINAN
KXPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 78 / M.PPN / HK/ 06 / 2022

TENI'ANG
PEMBENTUKAN TtM RL}'ORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MI]NTERI PERENCANAAN PEMtsANCLINAN NASIONAI,,/
KXPAI-{ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

Mengingai

a. bahwa Reformasi Birokrasi mempunyai peran pe.nting4 dalam
mendukung pencapaian prioritas nasional terwujudnya tata
kelola pemerintahan y ang balk1'

b. bahwa berdasarkan pertimbangan xbagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. bahwa pejabal dan pegawai yang namanya tercantum dalarn
Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

anggota Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional;

i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 lenlang Aparatur
Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Oi4 Nomor 6, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494\;

2. Perat,.ran Presiden Nomor 81 Tahun 20iO tentanS Grand
Design Reformasi Binrkrasi 20 lO - 2025;

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tafutn 2019-2024;

.1. Peraturan ...
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Menetapkan

PERTAMA

K-EDUA

KXTIGA

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 lentang
Organisasi Kementerian Negara sebagaim ana telah diubah
dengan Peralran Presiden Nomor 32Tahtn 2021;

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahw 202"1 tentanS
Kementerian Pcrcncanaan Pembangunan Nasionall

6. Peratvran Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasionall

7. Perututan Menteri Pendayagunaan Apatatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 TLhun ZOZO tentang Road
Map Reformasi Birokrasl ZO2O -2024;

8. Peraturan Menteri Penday a4rlnaan Apatafirr Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahwt 20ZO tentang Pedoman

lvaluasi Reformasi tsi rokrasi;

9. Petatvran Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 3 Tahtn 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
P er enc anaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAI/KEPAIA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI

BIROKRASI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL,/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim RB Kementerian
PPN/Bappenas, dengan susunan keanggotaan *bagaimana
tercantum dalam Lampian Keputusan ini.

Tim RB Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas Tim Pengarah,
Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tim Penilai.

Tim Pengarah bertugas:

a. memberikan arahan dalam pen)'usunan Road Map Retbrmasi

Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas sert-r- menetapkan Road

Map Kementerian PPN/Bappenas;

b. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian
PPN/Bappenas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi
Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan

birokrasi dan memberikan dampak pada masyarlkat; dar:.

c. memonitor ...
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KEEMPAT

KEI,IMA

KEENAM

KXTUJUH

c. memonitor dan mcngevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kcmenterian PPN./Bappenas recara berktla, termasuk
pelaksanaan quick wins, dengan membeikan arah agar
p elaks anaan Ref ormasi B irokrasi letap ber j alan.

Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
dan melaksanakan aralr.ar. dariTim Pengarah.

Tim Pelaksana bertugas:

a. men),usun Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian
PPN/Bappenas;

b. merumuskan quick wins dan melaksanakan quick wins
bersama unit kerja terkait;

c. merancang rencana manajemen perubahanl

d. melaksanakan fokus perubahan sesuai renc^na y^ng tertvang
dalam Road Map;

e. melakukan pemellharazn terhadap area/ program pentbaharr
yang sudah maju; dan

f. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala,
melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar
t^rget yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan
stakeholders.

Tim Penilai bertugas:

a. men) rsun jadwal dan rencana ketla Tim Penilai Reformasi

Birokrasi Kementerian PPN / Bappenas;

b. melakukan pengumpulan data/ informasi untuk bahan
pnllaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian
PPN,/Bappenas;

c. melakukan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kementerian PPN / Bappenas;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Kementerian PPN /Bappenas; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri
PPN/Bappenas melalui Penanggung Jaw ab.

Segala biaya yang diperlukan dalam rungka Wlaks naan lntgas

Tim RB Kementerian PPN/Bappenas dibebankan p"da A\Sgaran
Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Petencar.aan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional.

KXDELAPAN : ...
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KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KXDELAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

*
RR. Rita Erawati

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan
Menteri Perenc anaan Pembangunan Nasional/lkpala Badan

Petencana n Pembangunan Nasional Nomor
KEP.17IM.PPN/HK/03/2021 tentang Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Pcrsl'rcanaan Pembangunan Nasional dicabul dan
dinyatakan tidak bcrlaku.

Ditetapkan di Jakartt
pada tangal 75 J:u.ni 2022

MENTERI PERENCANAAN PEIVIBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

nd.

SUHARSO MONOARFA



A. TIMPENGARAH

Ketua

Anggota

B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIMPELAKSANA

Ketua

SALINAN
LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPATA BAPPENAS

NOMOR KEP.78 /M,PPN/HK/06/ 2022
TANGGAL 15JUNr 2022

Menteri PPN/Kepala B appenas.

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Baprfnas;

2. Inspektur Utama;

3. Deputi Bidang Ekonomi;

4. Deputi Bidang Pengembangan Regional;

5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber
Daya Alam;

6. Deputi Bidang Kependudukan dan
Ketenagakedaan;

7. Depdi Bidang Pembangunan Manusia,
Masy ar akat., dan Kebtday aan;

8. Deputi Bidang Satana dan Prasarana;

9. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan
dan Keamanan;

1 0. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;

li. Deputi Bidang ?emantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pemb angunan.

Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama
Bappenas.

Kepala Biro Perencanaan,, Organisasi, dan Tata
Laksana.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM REfORMASI BIROKRASI

KEMENTIRTAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/
BADAN PERENCANAAN PENIBANGUNAN NASIONAL

Anggota



A-nggota

D. TIM PENII.AI

Ketua

Anggota

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan;

2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;

3. Kepala Biro Hukum;

4. Kepala Biro Umum;

5. Kepala Pusat Data dan Informasi
P er enc anaan P emb angar.an;

6. Kepala Pvsat Pefibinaan, Pcndidikan dan
Pelatihan Petencan ;

7. Inspektur Bidang Adminisfrasi Umum;

8. Direktur Perdagangan, Investasi, dan
Kerj asama Ekonomi Internasional;

9. Direktur Regional II;

10. Direktur PanSan dan Pcflanian;

11. Dnektur Ket enagake{aan;

12. Direktur Agama, Pendidikan, dan
Kebudayaan;

13. Direktur Ketenagalistrikan,
Telekomunikasi, dan Informatika;

14. Direktur Hukum dan Regulasi;

15.Direktur Pengembangan Pend,anaan

Pembangtnanl

16. Direktur Sistem dan Prosedur
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan.

lnspektur Bidang Kinerja Kelembagaan.

1. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis
Statistik;

2. Direktur Tata Ruang, Pettanahan, dan
P enanggulangan Bencana;

3. Direktur Kehutanan dan Konservasi
Sumber Daya Air;

4. Direktur Kependudukan dan Jaminan
Sosiai;

5. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak,
Pemrtda, dan Olahraga;

6. Direktur .. .



-J-

6. Direktur Per:omahan dan Kawasan
Permukiman;

7. Direktur Apfiatar Negara dan
Transformasi Birokrasi;

8. Direktur Pendanaan Multrlaterall

9. Direktur PemantavLan,, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembanganan Sektoral;

10. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan
Kinerja.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/
KEPAIA BADAN PERENCANAAN PENIBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUIIARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslirrya
Kepala Biro Hukum,

z'-
RR. Rita Erawati


